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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, DISPENSASI NIKAH, DAN 

MAS}LAH>>>>}>AH MURSALAH 

A. Pengertian Perkawinan  

Perkawinan berasal dari kata ‚kawin‛ yang menurut bahasa adalah 

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau 

bersetubuh.
1
 Perkawinan disebut juga ‘’pernikahan’’ berasal dari kata nikah 

yang menurut bahasa adalah mengumpulkan, saling memasukkan dan 

digunakan untuk arti bersetubuh (wath’i).
2
 Kata nikah sendiri sering 

dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus) juga untuk arti nikah. 

Ahmad Azhar mendefinisikan perkawinan ialah melakukan suatu 

akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan 

wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak 

dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan 

suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan 

ketentraman dengan cara yang diridhoi oleh Allah.
3
 

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian 

perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur 

yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu 

                                                           
1
Dep. Dikbud, Kamus Besar Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka, 1994) 456. 

2
Muhammad bin Isma’il al-Kahlaniy, Subulus Salam, (Bandung:Dahlan,t.t) Jilid III, 

109. 

3
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan, (Yogyakarta:Liberty, 

1999),8. 
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merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang 

wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang pejanjian seperti perjanjian jual-

beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian nikah adalah merupakan perjanjian 

suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. 

Suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu perkawinan. 

Sayyid sabiq memberikan pendapat bahwa, perkawinan 

merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, 

baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan 

merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-

pianak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing 

pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan 

perkawinan Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang 

hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa 

aturan.
4
 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah termasuk dalam 

lapangan ‚mu’ammalat‛ yaitu lapangan yang mengatur hubungan antara 

manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam 

garis besarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu : 

a. Hubungan rumah tangga dan kekeluargaan 

b. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah 

tangga 

                                                           
4
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Beirut: Dar al Fikr, 1968), Juz VI, 261 
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c. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan 

Menurut pembagian di atas, maka perkawinan termasuk dalam 

nomor pertama (a), yaitu hubungan kerumah-tanggaan dan kekeluargaan. 

B. Pengertian Dispensasi Nikah 

Secara bahasa, dispensasi berarti pengecualian dari aturan umum 

untuk suatu hal atau keadaan yang khusus, izin pembebasan dari kewajiban, 

dan keringanan.
5
 Dalam kamus hukum, dispensasi adalah penyimpangan atau 

pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum 

ataupun Undang-Undang yang semestinya harus berlaku secara formil.
6
 

Sedangkan perkawinan, menurut Wahbah Az-Zuhaily adalah akad yang 

ditetapkan oleh syar’i agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk 

dapat melakukan istimta’ dengan seorang wanita atau sebaliknya.
7
 

Roihan A. Rasyid memberikan pendapat bahwa, dispensasi 

perkawinan adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada 

calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, 

bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum 

mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak 

kepada Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing. 

Pengajuan perkara permohonan diajukan dalam bentuk permohonan 

                                                           
5
 Tim Penyusun Kamus Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, 359. 

6
 Yan Pramadya Puspa, Kamus hukum, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977),  321. 

7
 Wahbah az-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz VII, 29. 
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(voluntair) bukan gugatan, dan jika calon suami isteri beragama non Islam 

maka pengajuan permohonannya ke Pengadilan Negeri.
8
 

C. Ketentuan Dispensasi Nikah 

Ketentuan yang mengatur perihal dispensasi perkawinan ialah 

sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

yang secara lengkap diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 

1975, ketentuan-ketentuan tersebut yaitu: 

Pasal 12 menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum 

mencapai umur minimum, yakni: 

1. Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai; 

2. Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum 

mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang 

dimaksud pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang 

belum mencapai umur minimum, yaitu: 

1. Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak 

melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan 

Agama. 

                                                           
8
 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. VI, 

198), 32. 
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2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal 

ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan 

Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; 

3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan 

berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk 

memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan 

dispensasi nikah dengan suatu penetapan; 

4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk 

memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.
9
 

Penentuan usia kawin seperti yang diatur dalam Undang-undang 

perkawinan sejatinya didasarkan pada metode maslah}ah mursalah yakni 

maslah}ah yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang 

mengakuinya maupun yang menolaknya, karena ketentuan batasan umur 

perkawinan ini bersifat ijtihadi>, yang kebenarannya relatif maka ketentuan 

tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, ketentuan undang-undang perkawinan 

tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk 

mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat.
10

 

Secara prosedur administratif pelanggaran batas usia kawin 

tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh 

pengadilan. Hal ini, selain untuk legalisasi terhadap perkawinan yang akan 

                                                           
9
 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005),  42-43. 

10
 Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam,  51. 
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dilangsungkan juga untuk menguji kebenaran alasan-alasan yang 

disampaikan. 

C. Faktor-Faktor Dispensasi Nikah 

Faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi nikah 

adalah rata-rata karena hamil sebelum melangsungkan perkawinan. Karena  

Pada masa remaja, banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik 

maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan 

tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik 

dengan lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, 

akan timbul dorongan seksual, yang kemudia beralasan untuk melakukan hal-

hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun 

tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal 

negatif yang tidak dibenarkan. 

Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan 

informasi pendidikan mengenai kesehatan reproduksi. Pengetahuan remaja 

tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. tentang masa subur dan 

resiko kehamilan. Sebagai akibat dari kurangnya informasi mengenai 

kesehatan reproduksi, resiko terjadinya Kehamilan yang Tidak Diinginkan itu 

akan semakin meningkat, walaupun pada kenyataanya remaja tersebut masih 

belum mengetahui dampak dan faktor yang akan merugikan dirinya sendiri, 

meskipun hal ini mengyangkut tentang kehamilan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang 

membahagiakan, jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah 

melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang 

dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si 

buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kesehariannya. 

Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa meraka para remaja putri 

khususnya yang masih sekolah/kuliah dan belum melangsungkan proses 

perkawinan terlebih dahulu. 

Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, 

yakni ancaman buat masa depan, bagi mereka yang belum menikah, dan akan 

menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor 

penyebab, diantaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, 

biasanya bagi mereka yang masih ada di usia remaja, di karenakn pergaulan 

bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya 

pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian dari kedua orang 

tua. 

D. Batas Usia Dalam Perkawinan 

1. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Fiqh) 

Usia kedewasaan merupakan faktor yang penting dalam 

melaksanakan perkawinan, meskipun tidak termasuk dalam rukun dan 

syarat nikah. Jika dilihat dalam al-Qur’an, tidak ditemukan satupun ayat 

yang menyebutkan secara jelas tentang batas usia perkawinan, namun jika 
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diteliti lebih lanjut ada beberapa ayat yang menunjukkan kelayakan 

seseorang untuk kawin. Salah satunya, sebagaimana yang tertuang dalam 

surat An-Nisa’ ayat 6: 

                                  

                                 

                                  

         

 

Artinya: ‚Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 

kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan 

janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan 

(janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka 

dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah 

ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa 

yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. 

kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka 

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. 

dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)‛.
11

 

 

Memaknai ayat tersebut, terjadi perbedaan pendapat ulama’ dalam 

menafsirkannya. Muhammad Rasyid Rido menjelaskan definisi bulugh 

an-nikah dengan sampainya seseorang pada ambang batas usia untuk 

melaksanakan perkawinan, yaitu bermimpi (ih}tilam). Pada usia ini, 

seseorang telah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan 

sehingga tergerak hatinya untuk melangsungkan perkawinan. Pada usia 

ini pula telah dibebankan kepadanya hukum-hukum agama seperti ibadah 

dan muamalah serta diterapkannya h}udud. Karena itu maka rusyd adalah 

                                                           
11

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993), 62. 
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kepantasan seseorang dalam bertasaruf serta mendatangkan kebaikan. Hal 

ini merupakan bukti kesempurnaan akalnya.
12

 

Berdasarkan definisi Muhammad Rasyid Rido di atas juga diamini 

oleh Wahbah Zuhailiy di mana beliau menyatakan bahwa usia nikah 

adalah sampainya seorang laki-laki pada ihtilam (mimpi), yaitu ketika ia 

telah menginjak usia baligh di mana ia telah dibebani dengan perkara-

perkara taklif dan hukum-hukum syar’iy, dan hal tersebut dibebankan 

kepada mereka yang sudah bermimpi bagi laki-laki dan datangnya haid 

bagi perempuan. Jika dikalkulasikan dengan usia, maka hal tersebut 

terjadi pada usia sekitar 15 tahun menurut pendapat Imam Syafi’i dan 

Ahmad.
13

 

 Bukunya safwatu al-tafasir, Al-Marighi menafsirkan dewasa 

(rusyd) itu dengan seseorang mengerti  dengan baik cara menggunakan 

harta serta membelanjakannya, sedang yang dimaksud bulugu an-nikah 

ialah batas usia  di mana ia telah siap untuk melangsungkan perkawinan.
14

 

 Jika melihat konteks dari penafsiran ayat di atas, maka penafsiran 

seputar kedewasaan berkutat pada kalimat telah dewasa rusyd dan mimpi, 

padahal, dalam realita yang ada, kedewasaan sendiri masih tergolong 

ambigu, karena seringkali definisi rusyd dan usia kadang-kadang tidak 

sesuai. Banyak di antara masyarakat yang sudah berusia dewasa, namun 

perilaku dan tindakannya tidak mencerminkan kedewasaan umurnya, 

                                                           
12

 Muhammad Rasyid Rido, Tafisr al-Manar, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet. I, 2007), 271. 
13

 Wahbah az-Zuhailiy, Tafsir al-Munir, Juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 584. 
14

 Ahmad Mustafa al-Marigiy, Tafsir al-Marighi, Juz IV, 188. 
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padahal tanda-tanda kedewasaan secara biologis telah nampak bahkan 

tiba lebih cepat dari generasi orang tua mereka.
15

 

Kedewasaan secara biologis biasanya dapat ditentukan dengan 

ditemukannya tanda-tanda kedewasaan seperti haid, kerasnya suara, 

tumbuhnya bulu ketiak atau tumbuhnya kasar di sekitar kemaluan.
16

 

2. Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan 

Berbeda dengan fiqh atau hukum islam, undang-undang yang 

berlaku dalam sebuah negara harus memberikan kepastian hukum bagi 

warga negaranya. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi 

warga negara dalam menjalankan aktivitas keagamaannya, tanpa terusik 

oleh oknum tertentu yang mempertanyakan legalitas dari apa yang 

dilakukan. 

Batas usia dewasa (sebagai syarat dibolehkannya melangsungkan 

perkawinan) yang ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan dijelaskan secara detail dalam pasal 7 dengan 

rumusan perkawinan antara seorang pria dan wanita hanya diizinkan jika 

pihak pria sudah mencapai umur 19 Sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 

Ketentuan batas untuk umur ini dimaksudkan untuk menjaga 

kesehatan suami isteri dan keturunannya serta mencegah adanya 

                                                           
15

 Mohammad Fauzil Adhim, Kupinang Kau dengan Hamdalah (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. 

XIX, 2003), 86. 
16

 Abdul ar-Rahman al-Jaziriy, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz II, (Mesir, Al-

Maktabah at-Tijariyah al-Kubro, t.t), 350. 
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perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di 

samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk 

menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 

ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun 

bagi wanita, bahkan perkawinan dianjurkan dilaksanakan pada laki-laki 

usia 25 tahun dan 20 tahun bagi wanita.
17

 

Hazairin berpendapat bahwa, ketentuan pasal 7 UUP ini tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an, yang juga mengenai pengertian rusyd 

untuk dipandang telah berkemampuan mengurus diri dan harta sendiri 

(QS. Al-Nisa’: 6). Pengertian rusyd itu sejalan dengan kecerdasan dalam 

masyarakat tertentu, dimana setiap masyarakat dan setiap zaman berhak 

menentukan batas-batas umur dalam perkawinan selaras dengan sistem 

terbuka yang dipakai oleh al-Qur’an dalam urusan tersebut.
18

 

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Demikian halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, di mana 

sebagai Inpres Presiden yang bertujuan memperkuatisi dari undang-

undang, dengan jelas mendukung dan menguatkan batas usia minimal 

dibolehkannya melangsungkan perkawinan di mana usia minimal untuk 

                                                           
17

 Tim Penyusun, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan 

Penyelenggaraan Haji, 2004), 12. 
18

 Hazairin, Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Tintamas, 

1975),20. 
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calon mempelai pria adalah 19 tahun dan untuk calon mempelai wanita 16 

tahun, Hal ini tertuang dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. 

4. Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia 

Batas usia perkawinan dalam undang-undang ini tergambar dari 

status seorang anak, di mana yang dimaksud dengan anak-anak dalam 

undang-undang ini adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan.
19

 Sebagai undang-undang yang mengatur tentang hak 

asasi manusia, maka adanya kebebasan prinsipil anak dan hak-hak anak 

untuk diperlakukan sebagaimana mestinya harus dilindungi. 

5. Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan anak 

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

anak-anak adalah laki-laki atau perempuan yang usianya belum mencapai 

18 tahun.
20

 Dengan demikian, usia 18 tahun menjadi batas minimal baik 

bagi laki-laki Maupun perempuan untuk melaksanakan perkawinan, dan 

perkawinan anak baik pria atau wanita yang belum genap berusia 18 

tahun, secara normatif jelas melanggar ketentuan undang-undang ini. 

                                                           
19

 Lihat Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
20

 Lihat Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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Undang-Undang perlindungan anak, menegaskan bahwa 

pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan 

negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-

menerus dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak.
21

 

Undang-Undang ini juga menerangkan bahwa, orang tua memiliki 

peranan penting terhadap terwujudnya perlindungan dan kesejahteraan 

anak. Meskipun undang-undang perkawinan telah mengatur batas usia 

minimal perkawinan bagi laki-laki berusia 19 tahun dan bagi wanita 

berusia 16 tahun, orang tua tidak boleh serta merta memberikan izin atau 

merestui perkawinan tersebut. Mereka seharusnya mampu berpikir jernih 

dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan sisi positif dan 

negatif dari calon mempelai, karena merekalah yang memikul 

tanggungjawab sepenuhnya dari perkawinan anak-anaknya. 

 

E. Mas}lah}ah Mursalah Sebagai Dalil Syar’i 

Fiqh atau hukum islam adalah merupakan produk yang di hasilkan melalui 

sebuah panggilan hukum. Penggalian hukum itu pula dilalui dengan metode-

metode tertentu sehingga produk yang dihasilkan merupakan produk yang sesuai 

dengan nilai-nilai universal syariat islam. 

                                                           
21

 Yang dimaksud dengan hak-hak anak adalah hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak) 
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Metode yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul 

Karim Zaidan dalam bukunya yang berjudul Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh, yang 

memebagi dalil syar’i (metode penggalian hukum) kepada tiga bagian: 

1. Dalil yang disepakati oleh semua umat Islam, yaitu al-Qur’an dan As-

Sunnah 

2. Dalil yang disepakati oleh mayoritas umat Islam, yaitu Ijma’ dan Qiyas. 

3. Dalil yang disepakati oleh semua ulama’ yaitu Urf, Istishab, istihsan, 

Syaz Al-Zariah, Maslah}ah Mursalah, Syar’u man Qablana, mazhab 

sahabat.22 

Mas}lah}ah mursalah merupakan salah satu dalil syar’i yang masih 

diperdebatkan oleh ulama’ walaupun secara substansial mereka sepakat dan 

mengaplikasikannya dalam suatu permasalahan tertentu. Selain mas}lah}ah 

mursalah ini ada dalil syar’i lain yang rinciannya sebagaimana berikut. 

Al-Qur’an, yaitu kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, Muhammad 

SAW yang ditulis dalam mushaf-mushaf, dan diterima secara mutawatir tanpa 

ada keraguan sedikitpun.
23

 

Al-Sunnah, yaitu sesuatu yang bersumber dari Nabi selain al-Qur’an, baik 

berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapan.
24

 

                                                           
22

Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Usul al-Fiqh, (Beirut:Mu’assasah al Risalah, 1998 cet;VII), 

148. 

23
Ibid, 182. 

24
Ibid, 161. 
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Ijma’,yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan kaum muslimin pada 

suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara’.25
 

Qiyas, yaitu mempersamakan hukum suatu kasus tertentu yang tidak ada 

nashya dengan hukum kasus lain yang dinashkan karena dad persamaan illat 

hukum.
26

 

Urf, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia secara luas dan dilakukan 

secara terus-menerus ik berupa lafaz ataupun perbuatan. 

Istihsan, yaitu perpindahan dari suatu hukum kepada hukum lainnya dalam 

sebagian kasus, atau meninggalkan suatu hukum karena adanya hukum yang 

lebih kuat, atau pengecualian yang bersifat Juz’iyah dari hukum yang Kulli, atau 

mengkhususkan sesuatu hukum yang umum kepada yang khusus.
27

 

Istishab, yaitu meneruskan apa yang telah ada selama tidak ada yang 

mengubahnya.
28

 

Syar’u Man Qablana, yaitu hkum-hukum yang di syari’atkan Allah bagi 

umat sebelum kita umat Nabi Muhammad.
29

 

Mazhab sahabat, yaitu pendapat sahabat dalam masalah ijtihad.
30

 Yang 

dimaksud sahabat adalah orang yang menyaksikan nabi dalam keadaan beriman 

                                                           
25

Djazuli dan Nurol Aen, Usul al-Fiqh,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada), 109. 

26
Muhammad Abu Zahra, Usul al-Fiqh, Terjemahan oleh saifullah ma’sum, (Jakarta:Pustaka 

Fidaus), 2007,  336. 

27
Djazuli dan Nurol Aen, Usul al-Fiqh..., 161. 

28
Ibid,  194. 

29
Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Ushul Fiqh,(Beirut:Mu’assasah al Risalah, 1998 cet;VII), 263. 
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dan selalu menemani beliau dalam jangka waktu yang tertentu yang pantas 

seseorang disebut bersahabat. 

A. Konsep Mas}lah}ah Mursalah 

Mas}lah}ah mursalah merupakan salah satu metode pengalian hukum islam 

yang dipopulerkan oleh imam maliki. Walaupun begitu, bukan berarti imam 

mazhab fiqh lainnya tidak sepakat dan tidak menggunakan metode maslah}ah 

mursalah sebagai salah satu metode penggalian hukum. Secara substansial, Imam 

Syafi’i, Hanafi dan Hanbali juga mengaplikasikan mas}lah}ah mursalah ini dalam 

penggalian hukum. 

Dalam penggunaan bahasa arab, kata maslahah sinonim dengan kata 

manfaah dan antonim dengan kata mafsadah. Sedangkan pengertian bahasa 

secara umum maslah}ah berarti menarik maslah}ah dan menolak mafsadah.
31

 

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang mas}lah}ah mursalah, alangkah 

lebih baiknya kita membahas terlebih dahulu konsepsi mas}lah}ah itu sendiri 

secara universal dan integral. 

Secara umum Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqah membagi 

maslahah menjadi tiga macam: 

a. Daruriyah 

                                                                                                                                                               
30

Djazuli dan Nurol Aen, Usul al-Fiqh,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 211. 
31

Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, RajaGrafindo Persada), 2006, 

261. 
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Daruriyah adalah maslah}ah yang berkorelasi erat dengan terjaganya 

kehidupan agama dan dunia, sehingga stabilitas kemaslahatan agama dan dunia 

itu sangat tergantung pada terealisasinya mas}lah}ah daruriyah itu.
32

 

Mas}lah}ah daruriyah ini terfmanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh 

terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Rinciannya 

sebagaimana berikut. 

Dalam hal penjagaan agama, Allah mensyariatkan kewajiban beriman pada 

rukun-rukun agama, adanya kewajuban sholat, zakat, haji, puasa, termasuk juga 

pensyariatan menyiarkan agama islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam 

keadaan terancam, adanya sangsi bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya 

yang menjadi tiang agama. 

Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan, termasuk juga 

adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang menkonsumsi 

makanan yang haram. Keturunan dijaga diantaranya dalan bentuk penyariatan 

pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi. 

Dalam hal penjagaan harta, Allah membolehkan proses transaksi yang sangat 

beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah melarang 

keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian 

tersebut. Sedangkan akal dijaga diantaranya dalam bentuk penyariatan larangan 

                                                           
32

Abi Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqah fi Usul al-Syariah,(Beirut, Dar al-Kutub al-Imiyah, 2004), 

221. 
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meminum minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang 

kehilangan kesadaran.
33

 

a. Hajiyah 

Hajiyah adalah mas}lah}ah yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari 

kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan mas}lah}ah itu 

tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan 

tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan 

kesempitan.
34

 Dalam terminologi Imam Syatibi, mas}lah}ah hajiyah ini bisa masuk 

pada ranah ibadah, ‘adah, mu’amalah dan jinayah. 

Dalam bidang ibadah Allah mensyariatkan adanya rukhsah (dispensasi) 

dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan 

safar (perjalanan). Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksanakan 

ibadah puasa di bulan ramadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh 

untuk menghentikan puasanya dan berbuka. 

Dalam hal ‘adah, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan 

mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan 

menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah dimata hukum Islam. 

Pada ranah muamalah, Allah mensyariatkan kebolehan transaksi-transaksi 

perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah 

                                                           
33

 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Ushul Fiqh, (Beirut:Mu’assasah al Risalah, 1998 cet;VII), 

379-380. 
34

Ibid., 380. 
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satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. 

Sedangkan pada bidang jinayah ada syariat seperti menolak hukuman (had) 

karena adanya ketidakjelasan (syubhat) dan kewajiban membayar diyat kepada 

keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.
35

 

a. Tahsiniyah 

Tahsiniyah adalah maslah}ah yang menjadikan kehidupan manusia berada 

pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri 

dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris 

bawahi di sini, dengan tidak terealisasinya mas}lah}ah tahsiniyah ini tidak sampai 

mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan 

manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.
36

 Sama halnya dengan 

mas}lah}ah hajiyat, tahsiniyat juga masuk dalam ibadah, ‘adah muamalah dan 

jinayah. 

Dalam bidang ibadah syariat islam mewajibkan menutup aurat dan 

mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti shodaqoh. Dalam hal ‘adah, 

disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, 

seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. 

                                                           
35

Abi Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqah fi Usul al-Syariah,(Beirut, Dar al-Kutub al-Imiyah, 2004), 

222. 
36

Ibid., 223. 
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Pada ranah muamalah Allah menyariatkan larangan jual beli barang najis dan 

melarang. Perbuatan Israf. Sedangkan dalam hal jinayah adanya pensyariatan 

larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.
37

 

Berdasarkan pembagian mas}lah}ah diatas, maslah}ah dilihat dari segi apakah 

mas}lah}ah itu mendapatkan legalitas dari syari’ ataukah tidak, terbagi menjadi 

tiga macam, mas}lah}ah mu’tabarah, mas}lah}ah al-mulgah, mas}lah}ah al-mursalah.
38

 

Penjelasannya sebagaimana berikut: 

1. Mas}lah}ah Mu’tabarah 

Mas}lah}ah mu’tabarah adalah mas}lah}ah yang legalitasnya  ditunjuk oleh nas 

al-Qur’an ataupun Al-Sunnah. Dalam hal penjagaan jiwa (hifzu al-nafs) misalnya, 

merupakan kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya 

keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah sebagai syari’ dalam al-

Qur’an surat al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan qisas.39 

2. Mas}lah}ah Mulgah 

Mas}lah}ah mulgah adalah mas}lah}ah yang legalitasnya ditolak oleh Allah 

sebagai syari’. Artinya bahwa sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu 

kemaslahatan, akan tetapi syari’ membatalkan kemaslahatan tersebut melalui 

                                                           
37

Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Ushul Fiqh, (Beirut:Mu’assasah al Risalah, 1998 cet;VII), 

381. 
38

 Ibid, 236. 
39

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya,(Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993), 

43. 
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penunjukan teks.
40

 Contoh yang sangat jelas adalah persepsi orang yang 

menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan karena alasan 

kemaslahatan dan keadilan. Memberlakukan ataupun membatalkan kemaslahatan 

tersebut. Dalam arti yang lebih jelas kemaslahatan ini ditolak dengan adanya 

penegasan dari al-Qur’an ayat 11 surat al-nisa’ yang justru memberikan bagian 

anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki. Allah berfirman:
41

 

3. Mas}lah}ah Mursalah 

Mas}lahah mursalah yaitu mas}lahah yang tidak ada legalitas nas dalam 

tingkat nau’ (macam) maupun jins (jenis).
42

 Posisi yang tidak ada legalitas 

khusus dari nas tersebut terkait memberlakukan ataupun membatalkan maslahat 

itu menjadikannya sebagai mas}lah}ah mursalah. Mas}lah}ah macam yang terakhir 

inilah yang menjadi salah satu dalil dalam penggalian hukum islam persepektif 

ulama’ ushul fiqh. 

Secara bahasa, maslah}ah adalah menarik manfaat dan menolak adanya 

kemudaratan. Sedangkan arti mursalah adalah terlepas dari penunjukan 

syari’,baik menganggap ataupun menolak.
43

 Sedangkan menurut terminologi 

ushul fiqh, mas}lah}ah mursalah adalah beberapa sifat yang sejalan dengan 

tindakan dan tujuan syari’, tapi tidak ada dalil tertentu dari syara’, yang 

                                                           
40

Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi,(Jakarta, RajaGrafindo 

Persada), 144. 
41

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya,(Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993), 

116-117. 
42

Ibid., 145. 
43

 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Ushul Fiqh, (Beirut:Mu’assasah al Risalah, 1998 cet;VII), 

237. 
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membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukum padanya akan 

tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.
44

 

Adanya konsep mas}lah}ah mursalah didasarkan pada banyak hal yang menjadi 

fundamen bahwa metode mas}lah}ah mursalah ini merupakan salah satu dalil yang 

sangat urgen dalam perkembangan hukum Islam. Satu hal yang tidak dapat kita 

pungkiri, bahwa kehidupan manusia semakin lama semakin jauh berkembang di 

berbagai bidangnya. Begitu juga banyak fenomena-fenomena yang dinilai baru 

dan tidak pernah ada pada masa sebelumnya. 

Perkembangan hukum manusia seperti inilah yang nantinya akan 

menimbulkan berbagai kebutuhan manusia, baik yang bersifat primer, sekunder 

maupun yang tersier, sebuah kebutuhan yang tidak pernah disinggung secara 

tegas dalam berbagai aturan-aturan persyariatan hukum Islam.  

Apabila kehidupan manusia terus mengalami perkembangan yang sangat 

pesat, beda halnya dengan bentuk teks al-Qur’an dan Al-Sunnah yang sifatnya 

kekal dan tidak pernah berubah dari zaman dahulu sampai masa sekarang. 

Sedangkan yang menjadi pertanyaan besar dalam benak kita adalah, bagaimana 

status hukum yang muncul diakibatkan perkembangan kehidupan manusia yang 

begitu maju dan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam nash al-Qur’an 

dan Al-Sunnah? 

Untuk menjawab kebutuhan inilah para ulama’ Ushul Al-Fiqh 

menformulasikan salah satu metode yang disebut mas{lah}ah mursalah. Sebuah 
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Wahbah Zuhailiy, Usul al-Fiqh al-Islamiy,(Dimsyaq, Dar al-Fikr, 1998), 757. 
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mas}lah}ah yang status hukumnya tidak pernah dijelaskan secara konkrit dalam al-

Qur’an dan Al-Sunnah, dan maslah}ah tersebut merupakan sebuah kebutuhan 

yang sangat urgen bagi kehidupan manusia.  

Penggunaan metode mas}lah}ah mursalah ini masih memunculkan hal yang 

dilematis. Disatu sisi mas}lah}ah ini sangat dibutuhkan mengingatkan tidak semua 

kebutuhan manusia dijelaskan secara rinci dalam nash sehingga penggunaan 

mas}lah}ah mursalah ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat urgen. Akan 

tetapi disisi yang lain, jika semua orang bebas menggunakan mas}lah}ah mursalah 

sebagai dalil penggalian hukum Islam, maka bukan suatu hal yang mustahil 

nantinya jika banyak orang berlomba-lomba menggunakan mas}lah}ah mursalah 

alat legalitas untuk mengesahkan status hukum yang pro kepada kepentingannya 

sendiri. Para pakar Ushul Al-Fiqh menformulasikan beberapa syarat yang harus 

dipenuhi agar mas}lah}ah mursalah bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam 

penggalian sebuah hukum. Syarat-syarat tersebut adalah: 

1. Mas}lah}ah haruslah sesuai dengan maksud syari’ dalam persyariatan sehingga 

tidak meniadakan pokok-pokok syariat dan juga tidak sampai bertentangan 

dengan nash ataupun dalil-dalil yang qat’i. Jadi, jika ada suatu hal yang 

dianggap oleh sebagian orang sebagai sebuah kemaslahatan yang harus 

direalisasikan, akan tetapi secara nyata kemaslahatan tersebut bertentangan 

dan dapat merobohkan nilai-nilai agung pada al-Maqasid al-Syariyah, maka 

mas}lah}ah tersebut tidak bisa dijadikan sebuah dalil dan metode untuk 

menggali sebuah hukum Islam. 
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2. Mas}lah}ah harus berupa maslahah yang rasional (masuk akal). Mas}lah}ah yang 

dimaksud disini adalah mas}lah}ah yang sudah pasti, bukan berupa mas}lah}ah 

yang masih diragukan dan muncul ketidakjelasan.  

3. Mas}lah}ah merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat 

manusia secara umum, bukan maslah}ah yang hanya dapat dirasakan oleh 

sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Syarat yang ketiga inilah yang 

meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak tertentu, yang 

menjadikan mas{lah}ah mursalah sebagai metode penggalian hukum untuk 

meligitimasi kepentingannya sendiri saja.
45

 

Apabila ketiga syarat diatas sudah dipenuhi, maka para mujtahid dibolehkan 

untuk mengaplikasikan metode maslah}ah mursalah ini pada persoalan-persoalan 

hukum Islam yang tidak ada status hukumnya dalam nash al-Qur’an ataupun Al-

Sunnah. Suatu hal yang dianggap mujtahid sebagai sebuah kemaslahatan yang 

harus segera direalisasikan, maka dia boleh menerapkan kemaslahatan tersebut 

walaupun status hukumnya tidak mendapatkan legalitas nash yang tegas dalam 

al-Qur’an dan Al-Sunnah.  

Banyak sekali ditemukan dalam historitas perkembangan hukum Islam pada 

masa sahabat dan tabi’in, dimana mereka mengaplikasikan metode maslah}ah 

mursalah ini dalam penegasan status hukum yang tidak diajarkan oleh Nabi 

dalam al-Qur’an maupun Sunnah Nabi sendiri. Contoh konkritnya dalah apa yang 
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telah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar atau usulan sahabat Umar untuk 

mengumpulkan ayat-ayat al-Qur’an dalam satu mushaf. 

Kebijakan ini bisa dibilang baru pada masa kepemimpinan sahabat Abu 

Bakar, karena pada sebelumnya ketika Nabi Muhammad masih hidup, beliau 

tidak pernah menyuruh umatnya untuk tidak menuliskan ayat-ayat al-Qur’an 

dalam satu mushaf tertentu. Melainkan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar 

berpandangan lain, walaupun tidak pernah dijelaskan oleh Nabi, pengumpulan al-

Qur’an dalam satu mushaf ini merupakan kebutuhan yang sangat urgen ketika 

itu, mengingat banyaknya para penghafal al-Qur’an yang meninggal di medan 

peperangan, oleh karena itu, jika ayat-ayat al-Qur’an tetap dibiarkan tertulis 

secara berserakan di atas tulang atau batu ataupun pelepah kurma, maka bukan 

suatu hal yang mustahil jika pada suatu hari nanti ayat-ayat al-qur’an itu akan 

hilang ditelan bumi tanpa meninggalkan sisa sedikitpun. Maka solusi yang 

ditawarkan oleh sahabat Abu Bakar dan Umar sangatlah rasional karena 

pengumpulan al-Qur’an itu mengandung maslah}ah yang begitu besar dalam hal 

penjagaan al-Qur’an.
46

 

Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengangkat Sayyidina 

Umar Bin Khattab sebagai Khalifah kedua setelahnya. Padahal prosesi 

pengangkatan ini belum pernah dilakukan Nabi dalam hal pemilihan ataupun 

penggantian pemimpin.  
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Muhammad Said Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah, (Beirut, Muassisah ar-Risalah, 2001), 

308. 
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Pada masa kepemerintahan Umar Bin Khattab, beliau membuat penjara 

sebagai tempat bagi para tersangka yang melakuikan tindak kriminalitas. Beliau 

juga banyak membuat aturan-aturan yang bersifat administratif untuk mengatur 

administrasi. 

Memasuki masa tabi’in, banyak pula ditemukan kebijakan ataupun 

keputusan yang berdasarkan mas{lah}ah mursalah. Keputusan yang paling popular 

adalah pengumpulan dan kodifikasi hadist menjadi satu kitab tertentu, lalu 

dibuatlah satu disiplin ilmu yang banyak membahas tentang ilmu hadist, ilmu 

Jarh Wa Al-Ta’dil, ilmu Riwayah, Dirayah dan disiplin ilmu lainnya.
47

 

Dalam penetapan sebuah hukum, ada sebuah pendapat yang diriwayatkan 

oleh Al-Syarkhasi bahwa anak kecil boleh menjadi saksi diantara anak kecil 

lainnya dalam hal baju yang sobek ketika mereka bermain. Persaksian ini boleh 

dilakukan selama mereka belum berpisah satu sama lain.
48

 

Disamping tindakan-tindakan sahabat dalam beberapa peristiwa yang 

disandarkan pada mas{lah}ah mursalah, ada banyak nash al-Qur’an dan Al-Sunnah 

yang menerangkan tentang kehujjahan mas{lah}ah mursalah, diantara ayat al-

Qur’an adalah: surat al-Baqarah: 185. 
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                                 

                            

                             

             

Artinya: ‚(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang 

di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia 

dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak 

dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat 

tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan 

Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah 

baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang 

lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran 

bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu 

bersyukur‛.
49

 

Surat al-hajj: 78. 

                             

                                

                                

                

Artinya: ‚Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenar-

benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan 

untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu 

Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari 

dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu 

menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas 

segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 

berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah 

Sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong [993] Maksudnya: dalam 
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Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993), 

45. 
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Kitab-Kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi 

Muhammad s.a.w‛.
50

 

Muhammad sa’id Ramadhan al-Buti mengatakan bahwa mas{lah}ah mursalah 

merupakan asas yang digunakan untuk membangun hukum syar’i sejak zaman 

sahabat sampai masanya para imam mazhab. al-Buti berpendapat bahwa, 

walaupun imam empat mazhab tidak semuanya sepakat dengan istilah mas{lah}ah 

mursalah, tapi pada tahap aplikasinya mereka tetap menggunakan mas{lah}ah 

mursalah sebagai asas penggalian hukum. 
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Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, Surabaya, Surya Cipta Aksara, 1993, 

523. 


